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ﬁﬁ SISTEMATIKA PERATURAN KEPALA DAERAH

Judul

Pembukaan

Batang Tubuh

Penutup

Penjelasan (Jika Diperlukan)
Lampiran (Jika Diperlukan)



ﬁﬁ JUDUL

PENGAYOMAN

Qa Judul harus singkat, jelas, tetapi mencerminkan norma yang diatur.

QJudul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan
atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.
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ﬁﬁ PEMBUKAAN

PENGAYOMAN

Frasa "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”.
Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Daerah.
Konsiderans @ Menimbang

Dasar Hukum = Mengingat

Diktum



PENGAYOMAN

KONSIDERANS = MENIMBAN

# konstatasi fakta mengenai urgensinya dibuat suatu peraturan harus disusun sedemikian rupa untuk
setiap pertimbangan yang satu dengan pertimbangan berikutnya tidak boleh berdiri sendiri-sendiri

maknanya, tetapi alur pikirannya harus berkesinambungan secara rentet.

# Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan

pembuatan peraturan perundang-undangan.

# Pokok-pokok pikiran memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang
pembuatannya.



PENGAYOMAN

Pokok-pokok pikiran dalam konsiderans memuat unsur:

Filosofis

Produk hukum yang dibuat haruslah berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta
ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem dan supremasi hukum.

Sosiologis
Produk hukum yang dibuat muncul dari harapan, aspirasi dan sesuai dengan konteks kebutuhan
sosial masyarakat setempat.

Yuridis
Produk hukum vyang dibuat menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
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DASAR HUKUM

A Memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang
memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

a Dasar hukum pembentukan Perkada:
1. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah;
2. Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah;
3. Peraturan Daerah yang mendelegasikan;

Q Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang
tingkatannya lebih tinggi atau sama.

Q Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundangan yang dibentuk atau belum resmi
berlaku tidak boleh dijadikan dasar hukum.

Q Apabila lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika
tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.



ﬁﬁ BATANG TUBUH

PENGAYOMAN

1. Ketentuan Umum;

2. Materi Pokok yang Diatur;

3. Ketentuan Peralihan; (Jika Diperlukan)
4. Ketentuan Penutup.



PENGAYOMAN

KETENTUAN UMUM
» Batasan pengertian atau definisi
» Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan

» Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaoku bagi pasal-pasal berikutnya
antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.



MATERI POKOK YANG DIATUR

“Ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jiko
tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur
diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum.”
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JENIS NORMA PERATURAN KEPALA DAERAH
Norma Peraturan Kepala Daerah dimuat dalam rumusan pasal
Norma Peraturan Kepala Daerah terdiri atas:
a) Norma tingkah laku (gedrags normen);
b) Norma kewenangan (bevoegdheids normen);
c) Norma penetapan (bepalende normen)
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» 4 (empat) fipe norma tingkah laku

a) Larangan (verbod) -> digunakan kata “DILARANG”

b) Perintah (gebod) - digunakan kata “WAJIB" dan “HARUS”

c) lzin (toestemming) - digunakan kata “DAPAT”

d) Pembahasan dari suatu peintah (vrijstelling) - biasanya digunakan kata “KECUALI"
» 3 (tiga) tipe horma kewenangan

a) berwenang (gebonden beveogdheid)

b) tidak berwenang (onbevoegdheid)

c) dapat tetapi tidak perlu melakukan (kan maar niet hoetf-discretionary bevoegdheid)

» Norma penetapan misalnya, kapan mulai berlakunya suatu Peraturan Kepala Daerah



PENGAYOMAN

KETENTUAN PERALIHAN

Memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada
saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-
undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum
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KETENTUAN PENUTUP

Memuat ketentuan mengenai :

» Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan
» Nama singkat

» Status peraturan perundang-undangan

>

Saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan



ﬁﬁ HAL-HAL KHUSUS

PENGAYOMAN

A. Pendelegasian kewenangan
B. Pencabutan

C. Perubahan Peraturan Perundang-undangan.



PENGAYOMAN

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

» Materi sebagian sudah diatur menggunakan kalimat ketentuan lebih lanjut
mengenadi ... diatur dengan ...

» Materi sama sekali belum diatur menggunakan kalimat ketentuan mengenai
... diatur dengan ...

» ferdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan
tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat gunakan kalimat
“Ketentuan mengenai ... diatur dalam ...."

» Untuk mempermudah pencantuman judul dari peraturan pelaksana yang
loléqkr]\ ldibu?’r perlu mencantumkan secara singkat apa yang akan diatur
ebih lanjut.

» Dilarang menggunakan delegasi blangko.



PENCABUTAN

% Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak
boleh mencabut peraturan yang lebih tinggi.

“ Menggunakan rumusan “dicabut dan dinyatakan tidak
pberlaku™.

% Jika pencabutan peraturan perundang-undangan
dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri.
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PERUBAHAN

dilakukan dengan:
a)  Menyisipkan atau menambah materi peraturan kepala daerah; atau
b)  Menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan kepala daerah;

c) Menyisipkan atfau menambah penjelasan umum/pasal/ayat atau
lampiran (jika ada); atau

d Menghapus atau mengganti sebagian penjelasan umum/pasal/ayat
atau lampiran (jika ada)



ﬁﬁ RAGAM BAHASA

PENGAYOMAN

a) Bahasa Peraturan Perundang — Undangan
b) Pilihan Kata atau Istilah
c) Teknik Pengacuan



PENGAYOMAN

BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya funduk pada
kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan
kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa
Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang
bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan,
keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik
dalam perumusan maupun cara penulisan.



PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

<« Pengertian kata maksimum seharusnya digunakan kata
“paling lama/banyak”. dan kata minimum seharusnya
digunakan kata “paling sedikit”.

» Penggunaan kata “jika, dalam hal, apabila, pada saat”.
» Kata "dan” atau penggunaan kata “atau’.



PENGAYOMAN

TEKNIK PENGACUAN

Pada dasarnya setfiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian
tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari
pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.

Teknik pengacuan menggunakan frase “sebagaimana dimaksud dalam
pasal/pada ayat”.

Pengacuan dua atau lebih yang diacu tidak perlu menyebutkan pasal
demi pasal/ayat cukup dengan menggunakan frase sampai dengan.

Kata pasal ini, peraturan kepala daerah ini fidak perlu digunakan jika
ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal.
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